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Menimbang bahwa dalam rangka menindaklanjuti berbagai perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dibidang Penyelenggaraan 
Pemerintahan dan Pembangunan Daerah, maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 
Anggaran 2017 yang telah dijabarkan ke dalam Uraian Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Peraturan Bupati Sekadau 
Nomor 73 Tahun 2016, dalam pelaksanaannya perlu disempumakan untuk disesuaikan; · 
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312, sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Rak Atas Tanah clan Bangunan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih clan Bebas dari Korupsi,Kolusi, 
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tarnbahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4286); 
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5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi 
Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4344); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4400); 

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia N omor 4438); 

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Perturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Ta.mbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243); 

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa 
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan anggota 
DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4416) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4540); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 
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15. Peraturan Pemerintah Nornor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 136, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4575); 

1 7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 ten tang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nornor 138, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4585); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4578); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

24. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Perubahnnya; 
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;. 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedornan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017; 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2010 Nomor 2); 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 1 Tahun 2011 ten tang Pajak Daerah Kabupaten Sekadau [Lernbaran 
Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 
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Rp. 890.644.134.361,80 
Rp. 0,00 

Rp. 890.644.134.361,80 
Rp. 0,00 

2. Belanja : 
a. Semula 
b. Bertambah / {Berkurang) 

Jumlah Belanja 
Surplus / (Defisit) 

Rp. 851.367.924.361,80 
Rp 0,00 
Rp. 851.367.924.361,80 

1. Pendapatan : 
a. Semula 
b. Bertambah / (Berkurang) 

Jumlah Pendapatan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 berjumlah Rp.890.644.134.361,80 dengan 
rincian sebagai berikut: 

Pasal 1 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SEKADAU NOMOR 73 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017. 

Tahun 2016 ten tang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten 
Sekadau; 

29. Peraturan Daerah Ka bu paten Sekadau Nomor 06 Tahun 2011 ten tang Retribusi Perijinan Tertentu; 
30. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 07 Tahun 2011 ten tang Retribusi Jasa Umum; 
31. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha; 
32. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau 
Nomor7). 
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Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan BUPATI SEKADAU ini. 

Pasal 4 

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan ini. 

Pasal 3 

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan 
ini. 

Pasal 2 

3. Pembiayaan : 
a. Penerimaan 

1. Semula Rp. 39.276.210.000,00 
2. Bertambah / (Berkurang) Rp. o.oo 

Jumlah Penerimaan Rp. 39.276.210.000,00 

b. Pengeluaran 
1. Semula Rp. 0,00 
2. Bertambah I (Berk:urang) Rp. 0100 

Jumlah Pengeluaran Rp. 0100 
Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 39.276.210.000,00 

SILPA Tahun Berkenan Rp. 0,00 

------ - - - -- ------- 
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S::ilinan Sesual dengan aslir'l'.t" 
KEPAlA BAGIAN HUKUM 

Drs.A.ADRIANTO GONDOKUSUMO,M.Si 

TIO 

RUPINUS Diundangkan di SEKADAU 
pada tanggal, 13 Maret 2017 

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN SEKADAU, 

Ditetapkan di SEKADAU 
pada tanggal, 13 Maret 2017 

BUPATI SEKADAU, 

TTD 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Sekadau ini dalam 
Berita Daerah. 

Pasal 6 

Pelaksanaan penjabaran APED yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam 
dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang 
undangan. 

Pasal 5 


